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E. ALASAN PENOLAKAN PERMINTAAN INFORMASI 

 

Jumlah permohonan informasi yang ditolak selama tahun 2024 adalah sebanyak 12 
permohonan, dengan alasan sebagai berikut : 
1. Sebanyak 1 permohonan informasi publik ditolak dengan alasan bahwa 

dokumen yang diminta yaitu salinan sertifikat tanah milik orang lain di 
Kecamatan Pedes, merupakan dokumen pribadi pemilik, dan termasuk 
dokumen yang dikecualikan; 

2. Sebanyak 1 permohonan informasi publik ditolak dengan alasan bahwa 
dokumen yang diminta tidak tersedia di Dinas Sosial dan merupakan 
kewenangan Kementerian Sosial; 

3. Sebanyak 1 permohonan informasi publik ditolak dengan alasan bahwa 
dokumen yang diminta tidak tersedia di Kementerian Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat; 

4. Sebanyak 2 permohonan informasi publik ditolak dengan alasan bahwa 
dokumen yang diminta tidak tersedia di Badan Pertanahan Nasional; 

5. Sebanyak 1 permohonan informasi ditolak karena permohonan informasi dalam 
jumlah yang banyak dan Pemohon tidak berwewenang untuk melaksanakan 
audit dokumen keuangan pada instansi pemerintah; 

6. Sebanyak 6 permohonan informasi ditolak karena Pemohon menyampaikan 
informasi secara online melalui website ppid.karawangkab.go.id namun 
Pemohon tidak menuliskan permohonan dengan jelas, sehingga PPID tidak 
dapat mengetahui informasi apa yang diminta. 

 
 

Jumlah permohonan informasi yang ditolak selama 1 Januari 2025 sd 31 Juli 2025 
adalah sebanyak 10 permohonan, dengan alasan sebagai berikut : 
1. Sebanyak 1 permohonan informasi publik ditolak dengan alasan bahwa 

dokumen yang diminta yaitu informasi pemecahan sertifikat tanah yang 
merupakan kewenangan Badan Pertanahan Nasional; 

2. Sebanyak 1 permohonan informasi publik ditolak dengan alasan bahwa 
dokumen yang diminta tidak tersedia di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 
Ruang Kabupaten Karawang dan merupakan kewenangan Kementerian PUPR; 

3. Sebanyak 4 permohonan informasi ditolak karena permohonan informasi dalam 
jumlah yang banyak dan Pemohon tidak berwewenang untuk melaksanakan 
audit dokumen keuangan pada instansi pemerintah; 

4. Sebanyak 1 permohonan informasi ditolak karena dokumen yang diminta 
sedang dalam proses pidana; 

5. Sebanyak 1 permohonan informasi ditolak karena PPID menolak memberikan 
informasi karena tidak dikuasi, yaitu permohonan Amdal Rumah Sakit Swasta di 
Karawang yang merupakan kewenangan dari pihak RS tersebut; 

6. Sebanyak 2 permohonan informasi ditolak karena Pemohon yang 
menyampaikan permohonan informasi melalui website tidak menyampaikan 
permohonan informasi secara jelas sehingga PPID tidak dapat memproses 
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permohonan tersebut. 
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